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ABSTRAK :  - bahwa untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi terkait 
Manajemen Sumber Daya Manusia pada Unit Organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian 
Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Sumber Daya 
Manusia pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 11 Tahun 2017 (LN 
Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477); PP No. 49 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 224, TLN No. 6264); 
PP No. 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 77, TLN No. 6340); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 6/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 23); Permenkeu RI 
No. 176/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1734); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN 
Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 
No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai Manajemen SDM pada Unit non Eselon di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Adapun Unit non Eselon terdiri atas Unit non Eselon yang bertanggung jawab kepada 
Menteri Keuangan melalui unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Unit non Eselon yang 
bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan. 

Lebih lanjut diatur ketentuan mengenai manajemen SDM bagi PNS yang meliputi penyusunan 
dan penetapan kebutuhan, pangkat dan jabatan, penilaian kompetensi, manajemen kinerja, 
pengembangan kompetensi dan karier, pola karier, penghargaan, kode etik dan kode perilaku 
serta disiplin, pemberhentian, penggajian, tunjangan, fasilitas, jaminan pension, jaminan hari tua, 
perlindungan, cuti, dan perizinan. 

Manajemen SDM bagi PPPK pada Unit non Eselon terdiri atas penetapan kebutuhan, pengadaan, 
penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, fasilitas, pengembangan kompetensi, pemberian 
penghargaan, kode etik dan kode perilaku serta disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, 
perlindungan, cuti, dan perizinan. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. ketentuan mengenai Manajemen SDM bagi Unit 
non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan yang telah 
ditetapkan sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan, tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan b. ketentuan mengenai mekanisme dan 
penetapan jabatan dan peringkat bagi PNS pada Unit non Eselon yang telah ditetapkan 
sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2020. 

    

 


